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ABSTRAK

Hak recall partai politik kepada anggota DPR secara yuridis diatur dalam
Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Menurut undang-undang tersebut recall lebih dikenal dengan sebutan Pergantian Antar
Waktu/Pemberhentian Antar Waktu (PAW). Recall secara umum dipahami sebagai
penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan setelah itu digantikan dengan
anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut.
Dalam ketentuan yuridis tersebut menunjukan bahwa partai politik diberikan hak oleh
undang-undang untuk memberhentikan anggotanya dari keanggotaannya sebagai DPR
melalui pergantian antar waktu dengan hak recall. Terlebih salah satu sebab anggota
partai politik diberhentikan keanggotannya dari partai apabila telah melanggar AD dan
ART dari partai politik tersebut. Dengan regulasi demikian maka anggota DPR akan
terpengaruh hati nuraninya karena takut apa yang akan mereka perbuat tidak sesuai
dengan kehendak partai politiknya dan pada akhirnya juga akan berakibat terhadap
kepentingan rakyat.

Penelitian ini menganalisis terkait hak recall partai politik kepada anggota DPR
perspektif  maslahah mursalah. Fokus bahasan tersebut diperoleh setelah
mendeskripsikan dan menalaah terkait hak recall partai politik kepada anggota DPR
dari berbagai peraturannya yang mengalami dinamika perubahan dari masa ke masa.
Kemudian melihat sejarah praktiknya di Indonesia dan barulah dianalisis menggunakan
pisau analisis teori maslahah mursalah.Sumber data tersebut diperoleh melalui bahan-
bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan hal demikian maka sifat penelitian
ini adalah yuridis-normatif. Adapun jenis penilitian ini adalah penelitian pustaka
(library research). Oleh karenanya sumber data dari penelitian ini adalah sekunder
yang berupa bahan data primer, sekunder dan tersier. Bahan data primer yaitu meliputi
peraturan perundang-undangan seperti UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3 dan UU
No.8 Tahun 2011 tentang partai: politik serta catatan resmi atau risalah yang terkait
dengan penelitian ini.. Sedangkan bahan data sekunder diperoleh melalui semua
publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti buku-buku,
jurnal, artikel dan skripsi. Sementara bahan datatersier diperoleh’ melalui bahan lain
yang di luar keilmuan hukum seperti berita elektronik dan kamus besar bahasa
Indonesia. Tak lupa penulis juga menyertakan teori partai politik dan hak recall partai
politik untuk menganalisa terkait mekanisme pelaksanaan hak recall partai politik
kepada anggota DPR menurut undang-undang.

Hasil dari penelitian ini adalah secara ekspresif verbis dalam peraturan
perundang-undangan menunjukan bahwa pada dasarnya hak recall menjadi
kewenangan absolut oleh partai politik. Terlebih juga mekanisme pelaksanaan hak
recall partai politik kepada anggota DPR menurut undang-undang dinilai terlalu
sederhana. Padahal kewenangan hak recall partai politik kepada anggota DPR
merupakan kewenangan yang tepat. Tetapi karena kewenangan tersebut terlalu besar
dan mekanisme pelaksanaannya terlalalu sederhana maka secara implementasi dapat
menimbulkan kesewenang-wenangan. Sehingga dalam praktiknya hak recall partai



politik kepada anggota DPR justru mendatangkan kemudharatan ketimbang
kemaslahatan.

Kata Kunci: Hak Recall, Partai Politik, DPR, Kewenangan, Maslahah Mursalah
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hdlisls Ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
P Ditulis A
e Fathah Ditulis fa’ala
4 Ditulis |
s Kasrah Ditulis Zukira
; Ditulis U
(e
e Dammah Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
1w Ditulis Fala
Fathah + ya’ mati Ditulis A
2| s Ditulis Taéns
Kasrah + ya’ mati Ditulis |
3 s Tafsil
Sl Ditulis atst
Dlammah + wawu mati Ditulis U
4] Jsal Ditulis Usil
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mafi Ditulis Al
1 &#Jn Ditulis az-zuhail?
Fatha + wawu mati Ditulis Au
2| g Ditulis ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

wail

Al Ditulis A’antum
@asd Ditulis U’iddat
S Ditulis La’in syakartum

Xi




H. Kata Sandang Alif dan Lam
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia selalu melekat
dengan sebutan sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut
paham kerakyatan yang mempunyai makna mengatur dan membatasi kekuasaan
negara dengan cara dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat berdasarkan
nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dipertegas dalam batang tubuh Undang-Undang
Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, “kedaulatan ada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Indonesia juga
merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik.! Itu artinya di zaman
sekarang, konsep republik dikaitkan dengan pengertian negara sebagai penjelmaan
kekuasaan dari rakyat.? Oleh karena itu Indonesia memiliki sistem demokrasi
berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

Konsep kedaulatan rakyat dapat diarahkan secara langsung maupun secara
tidak langsung. Dalam- fase masyarakat yang masih sederhana, demokrasi
diselenggarakan secara langsung seperti yang diterapkan pada masa Yunani kuno
dalam konsep “city state” atau negara kota.® Hal tersebut berubah seiring

perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dengan jumlah penduduk yang

! pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

2 Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : PT. Bhuana
Ilmu Populer, Mei 2008) him. 280.

% Ibid., him. 153.



besar dan wilayahnya yang luas, demokrasi atau kedaulatan rakyat tidak mungkin
diterapkan hanya secara langsung saja. Dengan perkembangan masyarakat tersebut
maka, selain konsep demokrasi yang bersifat langsung dibutuhkan juga mekanisme
ide demokrasi yang bersifat tidak langsung. Oleh karena itu manusia menciptakan
lembaga perwakilan rakyat atau biasa juga disebut dengan parlemen.

Struktur parlemen secara umum memiliki tiga prinsip perwakilan, yaitu: (1)
representasi politik; (2) representasi teritorial; dan (3) representasi fungsional.*
Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan sangat besar jumlah penduduknya
menerapkan repesentasi politik dan representasi teritorial dalam struktur
parlemennya. Perwakilan politik diwujudkan dalam kenggotaan lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan perwakilan teritorial diwujudkan dalam keanggotaan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Partisipasi masyarakat Indonesia dalam
menentukan arah dan kebijakan pemerintahan diwujudkan melalui mekanisme
perwakilan rakyat di DPR. Lembaga ini mempunyai fungsi salah satunya adalah
legislasi untuk memegang kekuasaan membentuk undang-undang.® Undang-
undang sebagai produk legislasi: DPR tentu memuat hak dan kewajiban warga
negara berkaitan dengan-pokok-pokok yang diatur dalam undang-undang terkait.

Anggota DPR yang menerima mandat dari rakyat dipilih dalam suatu
pemilihan umum.® Dengan demikian DPR bekerja sebagai perwakilan dari rakyat

dan atas nama rakyat. Melalui mekanisme diperolehnya kekuasaan wakil rakyat

4 1bid., him. 154,
5 Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republuk Indonesia 1945.

6 Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.



dari rakyat, maka rakyat dapat mengambil kembali jika merasa tidak puas atas
kinerja mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal tersebut dapat
dilakukan melalui kontrol publik terhadap anggota DPR dengan berbagai cara yang
salah satunya adalah sistem “recalling” anggota DPR.’

Recall secara umum dipahami sebagai penarikan kembali anggota DPR
untuk diberhentikan dan setelah itu digantikan dengan anggota lainnya sebelum
berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut.® Dasar hukum dari
pemberhentian anggota DPR tertuang dalam Pasal 22B UUD 1945 yang berbunyi
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya,
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang” yang
kemudian diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam ketentuan undang-undang
tersebut recall disebut dengan Pergantian Antar Waktu/Pemberhentian Antar
Waktu (PAW).®

Ketentuan yuridis dari sistem recall atau PAW anggota DPR terdapat dalam
Pasal 239 ayat (2) huruf d UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menyatakan

bahwa DPR dapat diberhentikan keanggotaannya apabila salah satunya “diusulkan

" Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara..., him. 170.

8 M. Hadi Shubhan, “Recall: Antara Hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota
Parpol”, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4, Desember,Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, him. 46, 2006.

® Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.



oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selain itu
dalam Pasal 240 ayat (1) menyatakan bahwa pemberhentian anggota DPR
diusulkan oleh pimpinan partai politik. Hal serupa juga terdapat dalam UU No. 2
Tahun 2008 terkait hak partai politik yang dapat mengusulkan pergantian antar
waktu anggotanya.'°

Dalam ketentuan-ketentuan yuridis tersebut menunjukan bahwa partai
politik diberikan hak oleh undang-undang untuk memberhentikan anggotanya dari
keanggotannya sebagai DPR melalui pergantian antar waktu dengan sistem recall.
Partai politk seolah diberi hak prerogratif dalam ketentuan tersebut sehingga sistem
recall justru menunjukan supremasi partai politik ketimbang supremasi rakyat.
Terlebih dalam UU No. 2 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa anggota partai
politik yang diberhentikan dari partainya akan berakibat terhadap pemberhentian
sebagai anggota di lembaga perwakilan rakyat.'! Padahal salah satu sebab anggota
partai politik diberhentikan keanggotannya dari partai apabila telah melanggar AD
dan ART dari partai politik tersebut.*> Dengan regulasi demikian maka anggota
DPR akan terpengaruh hati nuraninya karena takut apa yang akan mereka perbuat
tidak sesuai dengan kehendak partai politiknya dan akan berakibat terhadap
kepentingan rakyat. Anggota partai politik yang sekarang telah menduduki jabatan
sebagai anggota DPR tetap tidak bisa lepas dari keanggotaannya dalam partai

politik. Maka dari itu terdapat semacam permaianan tarik tambang antara partai

10 pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
11 pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

12 pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik



politik dengan rakyat. Partai politik memberi tuntutan kepada anggotanya yang
sudah menjadi anggota DPR agar tidak lari dari kepentingan partai politik dan
menghiraukan segala keputusan partai politik dalam mengambil suatu kebijakan.
Dilain sisi rakyat selaku pemberi mandat kepada anggota DPR terpilih memiliki
harapan besar agar dalam pengambilan suatu kebijakan DPR dapat objektif dan

selalu mementingkan aspirasi rakyat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peniliti menarik beberapa rumusan
masalah yang akan dianalisis sebagai berikut :
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hak recall partai politik kepada anggota
DPR menurut undang-undang?
2. Bagaimana mekanisme hak recall partai politik kepada anggota DPR perspektif

maslasah mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari_penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan hak recall partai
politik kepada anggota DPR menurut undang-udang.
b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme hak recall partai politik kepada

anggota DPR perspektif maslakzah mursalah.



2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain

sebagai berikut :

a. Secara teoritis, penilitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk
perkembangan ilmu hukum tata negara pada umumnya, serta memberikan
sumbangan pemikiran, dan lebih khusus mengenai hak recall partai politik
kepada anggota DPR perspektif maslazah mursalah.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan
masukan kepada :

1) Kalangan akademis guna menambah wawasan praktis dalam khasanah
ke-Bangsaan dan ke-Islaman khususnya dalam bidang hukum tata
negara yang menyangkut pada hak recall partai politik kepada anggota
DPR perspektif maslakah mursalah.

2) Masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui bagaimana hak recall
partai politik kepada anggota DPR perspektif maslazah mursalah.

c. Untuk memenuhi tanggungjawab akademik sebagai kewajiban akhir dalam

menyelesaikan studi strata satu program studi hukum tata negara.

D. Telaah Pustaka

Penulis melakukan penelusuran dengan tema terkait mengenai “Hak Recall
Partai Politik Kepada Anggota DPR Perspektif Maslazah Mursalah” dan penulis
menemukan adanya literature-literatur yang linear dengan tema yang diambil oleh

penulis sehingga dapat digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Maka



dari itu, untuk menghindari adanya plagiasi, perlu untuk mengetahui perbedaan
penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada
sebelumnya. Adapun literature-literatur terkait tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Moh. Khalilullah dengan judul “Hak
Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia (Studi atas Kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy
Choirie)”.*® Secara umum, skripsi ini membahas mengenai Lily Chodidjah Wahid
dan Achmad Effendy Choirie yang di recall dari keanggotaan DPR di parlemen.
Mereka direcall atas tindakannya yang bersebrangan dengan ketentuan fraksi partai
mereka. Dalam kesimpulan penelitian ini juga menyebutkan bahwa Seharusnya
dengan sistem proporsional terbuka proses recall atas mereka perlu adanya
keterlibatan rakyat sebagai dasar pertimbangan. Jika recall kedepannya masih
dipertahankan, maka proses recall tidak hanya menjadi kewenangan partai politik
semata dan harus disesuaikan dengan sistem pemilunya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Renisa Fitri dengan judul “Analisis Figih
Siyasah Tentang'Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR”.}* Secara
umum, skripsi ini membahas mengenai hak recall partai politik-kepada anggota
DPR yang kedudukannya sebagai wakil rakyat sekaligus anggota partai politik.
Setelah itu terdapat pandangan Figh Siyasah mengenai hak recall partai politik

kepada anggota DPR tersebut. kesimpulan dari skripsi ini bahwa hak recall partai

13 Moh. Khalilullah, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas Kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie)”,
Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

14 Renisa Fitri, “Analisis Figih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap
Anggota DPR”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, 2018.



politik bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan partai politik kepada
anggota DPR dan dalam Figh Siyasah tidak terdapat adanya pengaturan mengenai
pemberhentian al-hall wa al- ‘agdi atau anggota DPR yang dilakukan oleh Partai
politik.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Malicia Evendia dengan judul “Implikasi
Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat”. Dalam jurnal
tersebut membahas terkait pengaturan hak recall partai politik yang merupakan
suatu perdebatan karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Dalam kesimpulan jurnal ini menyebutkan bahwa partai politik memiliki
wewenang yang besar untuk mengendalikan anggotanya melalui hak recall dan
oleh karena itu sebaiknya hak recall dihapus saja dalam peraturan perundang-
undangan.®

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Muhammd Aljebra, Marten Bunga dan
Hardianto Djanggih dengan judul “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.
Dalam jurnal ini’membahas mengenai analisis hak recall partai politik terhadap
anggota DPR yang dipertanyakan karena ada kemungkinan tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip negara demokrasi. Kesimpulan dalam jurnal ini hak recall partai

politik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, apabila alasan

15 Malicia Evendia, “Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan
Rakyat”, Fiat Justicia Jurnal llmu Hukum, Volume 6, No.3 Sept-Desember, 2012.



recalling anggota DPR hanyalah sebatas anggota DPR tidak patuh terhadap
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.*®

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rizki Alimi dengan judul “Recall Partai
Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dalam Korelasinya
Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaan Teori Kedaulatan Hukum?.t’
Dalam skripsi ini terdapat fakta bahwa prosedur recall partai politik kepada anggota
DPR cukup memakan waktu karena tidak konkritnya pengaturan yang mengatur
dan hanya menitikberatkan pada kewenangan partai politik. Selain itu terdapat
pergeseran supremasi terkait konsep recall anggota DPR yang sewajarnya menjadi
kehendak rakyat yang berdaulat untuk menentukan wakil-wakilnya menjadi
supremasi partai politik.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Galuh Nur Aprilia dengan judul “Hak
Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Di
Indonesia (Kajian Mengenai Kasus Fahri Hamzah)”.** Dalam skripsi ini
mengatakan bahwa recall menjadi alat untuk pengawasan terhadap anggota
parlemen dan seharusnya ‘parpol tidak serta-merta melakukan recall berdasarkan
kepentingan parpol. Walaupun hak tersebut secara mutlak diberikan dan diatur oleh

undang-undang kepada parpol, agar tidak terwujud recall yang dilatar-belakangi

16 Muhammd Aljebra, Marten Bunga dan Hardianto Djanggih, “Hak Recall Partai Politik
Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”,
Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7 No. 4 Desember, 2018.

17 Rizki Alimi, “Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia Dalam Korelasinya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaan Teori Kedaulatan
Hukum”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2012.

18 Galuh Nur Aprilia, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam
Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Kajian Mengenai Kasus Fahri Hamzah)”, Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya, 2017.
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politik belaka seharusnya perlunya diikut sertakan rakyat untuk dimintai pendapat
dalam recall yang dilakukan parpol.

Ketuju, skripsi yang ditulis oleh Fitri Lameo dengan judul “Penggunaan
Hak Recall Anggota DPR Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3)”.*® Dalam tulisan ini
memiliki tujuan untuk mencari bagaimana pengaturan dan penerapan hak recall
anggota DPR yang tepat sehingga tidak bertentangan dengan demokrasi.

Kedelapan, tulisan oleh Ridho Hasyim dengan judul “Quo Vadis Recall
Anggota DPR”.?° Dalam tulisan ini membahas mengenai mekanisme recall yang
dianggap masih semu. Kesimpulan dalam tulisan ini mengharapkan mekanisme
recall harus lebih baik dalam implementasinya, baik berupa kriteria anggota DPR
didasarkan atas parameter yang konkret tanpa multi tafsir.

Kesembilan, jurnal oleh Shevierra Danmadiyah, Xavier Nugraha dan
Sayyidatul Insiyah dengan judul “A Party's Recall Right in the Concept of
Democratic Country”.?* Dalam jurnal ini membahas terkait konsep hak recall yang
ternyata tidak sesuai -dengan konsep negara demokrasi. Sekalipun hak recall
merupakan kewenangan-partai politik, namun hak recall tersebut pada hakikatnya
telah mengkhianati konstituen' yang telah memberikan legitimasinya terhadap

anggota partai politik untuk menjadi wakil di parlemen.

19 Fitri Lameo, “Penggunaan Hak Recall Anggota DPR Menurut Perspektif Undang-
undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3)”, Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2009.

20 Ridho Hasyim, “Quo Vadis Recall Anggota DPR”, kompasiana, 2011.

21 Shevierra Danmadiyah, Xavier Nugraha dan Sayyidatul Insiyah “A Party's Recall Right
in the Concept of Democratic Country”, Jurnal Syariah Hukum dan Pemikiran, Vol 19, No 2, 2019.



11

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Maulana Akmal dan Zuhri dengan judul
“Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep
Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga Perwakilan Di Indonesia”.?? Dalam
kesimpulan jurnal ini diharapkan agar kedepannya penggunaan hak recall betul-
betul diperuntukan atas nama kepentingan rakyat itu sendiri, bukan sebagai alat
untuk menyingkirkan para anggota DPR yang bertentangan dengan kebijakan partai
demi melaksanakan kewajibannya sebagai perwakilan rakyat yang bekerja untuk
dan atas nama rakyat yang diwakilinya.

Dengan demikian terkait literatur-literatur yang sudah disebutkan di atas
maka terdapat suatu perbedaan mendasar terhadap penelitian ini. Perbedaan
tersebut yaitu mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
teori maslazah mursalah. Oleh karenanya dalam penelitian ini memiliki fokus pada
perspektif maslakah mursalah terhadap mekanisme hak recall partai politik kepada
anggota DPR. Selain itu objek dalam penelitian ini adalah anggota DPR yang
mengalami recall dari masa Orde Baru hingga Reformasi. Yang mana data tersebut
diperoleh dari berita -elektronik' dan diuraikan terkait. praktik recall tersebut.
Kemudian barulah = disimpulkan ~untuk memperoleh = suatu- jawaban atas

permasalahan yang ada.

22 Maulana Akmal dan Zuhri, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik
Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga Perwakilan Di Indonesia”, Jurnal Iimiah
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2(2) Mei 2018.
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E. Kerangka Teoritik
1. Maslahah Mursalah

Secara etimologi maslakah berasal dari turunan kata bahasa arab saluha-
yasluhu-salih, glea , zlas , Wadua yang artinya baik yaitu lawan dari buruk atau rusak.
Kata mashlahah adalah singular dari kata mashalih yang merupakan masdar dari
ashalaha berarti “mendatangkan kebaikan” atau “yang membawa kemanfaatan
dan menolak kerusakan.”®® Sedangkan kata mursalah artinya “terlepas bebas”,
“tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan
atau yang melarangnya.”?* Maslakah Mursalah adalah salah satu metode dalam
menetapkan hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah yang ketetapannya
sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur
kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya menarik manfaat dan menghindarkan
kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil
syara’®®
Badran Abu Al-‘Ainain mendefinisikan maslazah mursalah adalah yang

tidak diketahui dari syariat adanya dalil yang.membenarkan atau membatalkan.?®

Menurut Ramadhan Al-Buthi hakikat maslakah mursalah adalah setiap manfaat

23 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang,
1955), him. 43.

24 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

25 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, him.298.

% Badran Abu Al-‘Ainain, Usil Figh Al-islami, (Iskandariah: Muassasah Syabab al-
Jami’ah, t.t), hIm. 209.



13

yang tercakup kedalam tujuan syara’ tanpa ada dalil yang membenarkan atau
membatalkan.?’

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf memaknai maslakah mursalah sebagai
maslahah dimana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan maslahah,
dan juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau
pembatalannya.?®

Imam Al-Ghazali melihat bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan
syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia karena kemaslahatan
manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’ sebab sering
didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu kemaslahatan harus sesuai kehendak
dan tujuan syara’.?

Menurut Syaih lzzuddin bin Abdul Salam maslahah fighiyyah hanya
dikembalikan kepada dua kaidah induk “menolak segala yang rusak” dan “menarik
segala yang bermasalah.”°

Dengan demikian rincian dari kaidah maslakah mursalah tersebut adalah:3!

a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

b.. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan

27 Said Ramadhan Al-Buthi, Dawabir Al-Maslahah Fi Asy-Syari’ah Al-1slamiyah,
(Damaskus: Maktabah al-Amawiyah), him. 99.

2 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany,
Kaidahkaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), him. 123.

29 Abd Hag, dkk, Formulasi Nalar Figh Telaah Konseptual, (Surabaya: Khalista. 2006),
him. 237.

30 Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asybah Wa An-Naza 'ir, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga,
1987), him. 31.

31 Abd Hag, Formulasi Nalar Figh..., him.237.
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c. Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan

d. Kemudharatan dapat dihilangkan

Sementara syarat dapat diterapkannya maslakah mursalah mengutip
pendapat dari Al-Ghazali adalah:%?

a. Sejalan dengan tindakan syara’

b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’

c. Termasuk dalam kategori mashlahah yang dharuri baik yang

menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal.

2. Partai Politik

Partai politik berasal dari dua suku kata yakni partai dan politik. Kata partai
berasal dari bahasa latin “partire” yang artinya membagi, sedangkan politik dalam
kamus bahasa belanda memiliki arti beleid yang artinya kebijakan (policy).3 Dalam
bahasa Inggris disebut politics, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan
Siyasah yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat. Definisi partai politik secara
umum adalah suatu badan hukum publik yang diakui oleh pemerintah dan terdiri
dari sekelompok orang- yang  terorganisir dengan. tujuan merebut atau
mempertahankan kekuasaan secara resmi-melalui pemilihan umum.*

Menurut Carl J.Friedrch mengungkapkan bahwa partai politik adalah
sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan

%2 1bid.

3 Mustafa Lutfi dan Ilwan Satriawan, Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia,
(Lampung : Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, 2015), him. 21.

% 1bid., him.22.
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berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan
yang bersifat idiil dan materiil.*®

Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok
yang terorganisir dengan setiap anggotanya memilki orientasi, nilai-nilai dan cita-
cita yang sama. Tujuannya memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan
politik (biasanya) dengan cara konstitutional untuk melaksanakan kebijaksanaan-
kebijaksaan mereka.*

Sedangkan Sigit Pamungkas memaknai partai politik sebagai sebuah
organisasi untuk perjuangan ideologi tertentu melalui penguasaan struktur
kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh dengan mengikuti pemilihan umum.®’

Partai politik dianggap sebagai pilar demokrasi, karena memainkan peran
penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya.
Bahkan menurut Schattscheider®® partai politiklah yang membentuk demokrasi,
bukan sebaliknya. Oleh sebab itu partai politik adalah tiang yang perlu diperkuat
derajat perlembagaannya dalam setiap sistem politik demokratis. Legitimasi partai
poliik di Indenesia tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik,
terlebih dalam Pasal 1-ayat 1 yang menyatakan bahwa: “partai politik adalah
organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

% 1bid.
% 1bid.
37 1bid.

38 Jimly Ashhiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara..., him.710.
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memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa
dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945”. Berdasarkan definisi dari partai politik tersebut, maka ciri-ciri partai
politik adalah: (1) melakukan kegiatan terus menerus; (2) berusaha mendapat atau
merebut dan mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai dengan aturan
yang berlaku; (3) ikut serta pemilu; (4) dapat bersifat lokal maupun nasional yang
berakar dari masyarakat.
3. Hak Recall Partai Politik

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak adalah sesuatu yang benar,
milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah
diatur dalam undang-undang atau peraturan. Sedangkan kata recall dalam bahasa
Inggris terdiri dari kata “re” yang berarti kembali, dan “call” yang artinya
memanggil. Maka jika kata ini disatukan memiliki arti dipanggil atau memanggil
kembali. Dalam kamus bahasa inggris setidaknya terdapat empat arti menurut Peter
Salim dalam. buku The “Contemporary English-Indonesia, yakni mengingat,
memanggil kembali, menarik kembali atau-membatalkan.®° Hak recall partai politik
dalam kamus politik karangan B.N. Marbun dapat diartikan sebagai suatu proses
penarikan kembali atau penggantian anggota DPR oleh induk organisasinya yaitu

partai politik.*® Dengan demikian maka hak recall partai politik adalah suatu

3% Mempertanyakan Hegemoni Recall anggota DPR di Tangan Partai Politik,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16071/, akses 7 Februari 2021.

40 B.N. Marbun, Kamus Politik, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), him. 43.
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penarikan kembali atau pemberhentian dalam masa jabatan terhadap anggota
parlemen (DPR/DPRD) oleh partai politiknya.

Hak recall partai politik di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan
Pergantian Antar Waktu atau Pemberhentian Antar Waktu (PAW). Hak recall
partai politik diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Derwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan
penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
mengumpulkan data dan informasi dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada
dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian pustaka ini berupa buku,
jurnal, maupun jenis literatur tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian
seperti membahas tentang ‘hak recall, teori maglakah mursalah, teori partai politik
dan teori hak recall partai politik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penguraian secara teratur
seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya
data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis guna mendapatkan penjelasan
yang komprehensif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menelaah terkait hak recall

partai politik kepada anggota DPR dari berbagai peraturannya yang mengalami
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dinamika perubahan dari masa ke masa. Kemudian melihat sejarah praktiknya di
Indonesia dan kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori maslakah
mursalah, partai politik dan hak recall partai politik.
3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Metode
penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam
penelitian ini bahan-bahan pustaka tersebut berupa buku, jurnal, maupun peraturan
perundang-undangan serta jenis literatur tertulis lainnya yang berkaitan dengan
tema penelitian seperti pembahasan tentang hak recall, teori maslazah mursalah,
teori partai politik dan teori hak recall partai politik. Adapun bahan pustaka hukum
tersebut berupa peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Dasar
1945 (UUD), Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-
Undang No.2 Tahun 2011 tentang partai politik.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian  ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data
melalui studi Kepustakaan atau literatur.-Data diperoleh dengan-cara membaca,
mempelajari, ‘mengkajic dan menganalisis data baik dari data primer maupun
sekunder. Yakni buku yang relevan, jurnal, berita dan peraturan perundang-
undangan yang membahas mengenai hak recall partai politik kepada anggota DPR.
5. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa

bahan primer, sekunder dan tersier yaitu :
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a. Bahan primer, yakni bahan data utama yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang
No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011
tentang partai politik serta catatan resmi atau risalah yang terkait dengan
penelitian ini.

b. Bahan Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan bahan
primer, dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen
tidak resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi.

c. Bahan Tersier, yakni bahan lain yang di luar keilmuan hukum untuk membantu
peniliti mendapatkan wawasan pengetahuan. Seperti: kamus besar bahasa
Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan. Tentu saja semua
bahan tersebut yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap vyaitu,
pertama mengidentifikasi data secara sistematis dengan membuat klasifikasi bahan-
bahan hukum tertulis, yakni peraturan perundang-undangan terkait hak recall partai
politik dari masa ke-masa, setelah itu, buku, jurnal, hingga bahan lain terkait praktik
recall kepada anggota DPR. ' Sehingga dapat dengan mudah untuk
menginterpretasikan dan dianalisis sesuai permasalahan dengan berdasarkan
kerangka teori maslakah mursalah. Kedua menyusun dan penyederhanaan data
berdasarkan hasil pengkajian, dengan menentukan hal-hal pokok. Sehingga,
peneliti memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian secara jelas agar

dapat disusun dalam kesimpulan.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini memiliki sistematika yang terbagi ke dalam
beberapa bab dan mengandung sub-sub tersendiri di dalam bab tersebut. Adapun
penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian dari pendahuluan yang berisi sub-bab bahasan
berupa: Latar belakang masalah yang memuat berbagai alasan dari masalah yang
diteliti. Rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap materi dalam latar
belakang. Tujuan dan kegunaan penelitian, berisi tujuan dan kegunaan dari
penelitian. Telaah pustaka berisi mengenai penelusuran terhadap penelitian-
penelitian terdahulu yang berkaitan dan bersinggungan dengan penelitian ini.
Kerangka teori, memaparkan kerangka berfikir yang akan digunakan dalam
menganalisis masalah. Metodologi penelitian berisi penjelasan terkait jenis, sifat,
pendekatan, dan teknik pengumpulan data, serta analisis data yang telah dan akan
dikumpulkan. Terakhir Sistematika pembahasan yang berisi penyajian sistematika
dalam penulisan penelitian skripsi ini,.

Bab kedua, berisi gambaran teoritis mengenai konsep maslazah mursalah,
partai politik dan hak recall partai politik yang digunakan sebagai teori dasar dalam
penelitian ini. Terdapat juga sub-bab yang akan memperjelas secara detail agar
mempermudah sebagai pisau analisis untuk bab selanjutnya.

Bab ketiga, berisi penjelasan berkaitan dengan hak recall partai politik
kepada anggota DPR di Indonesia. Terdapat pembahasan terkait mengenai,
pengertian hak recall dan peraturan perundang-undangan yang membahasnya serta

praktik recall anggota DPR di Indonesia.
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Bab keempat, merupakan pembahasan penulis mengenai analisis hak recall
partai politik kepada anggota DPR perspektif maslazah mursalah.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait
penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang
terdapat dalam rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan tanggapan penulis

terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengkajian regulasi yang menjadi legitimasi dari recall kepada
anggota DPR vyaitu dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Derwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan UU No. 2 Tahun
2011 tentang Partai Politik, maka tampak mekanisme pelaksanaan hak recall
partai politik kepada anggota DPR menurut undang-undang dinilai terlalu
sederhana. Hal tersebut karena cukup dengan usulan petinggi parpol kepada
pimpinan DPR. Sehingga secara tidak langsung implementasi recall justru
digunakan sebagai alat efektif untuk menyingkirkan anggota DPR yang
bersebrangan dengan kepentingan pengurus partai politik. Akibatnya belenggu
sanksi recall terhadap anggota partai politik yang berada dalam parlemen jelas
merupakan sebuah ancaman terhadap anggota DPR-yang mengesampingkan
keputusan partai. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa praktik recall yang
terjadi di Indonesia. Padahal ketika dianalisis dengan menggunakan teori partai
politik menunjukan bahwa hak recall partai politik kepada anggota DPR
merupakan suatu kewenangan yang tepat. Hal itu dikarenakan selaras dengan
teori dari pengkajian partai politik yang merupakan pilar demokrasi. Tetapi
karena mekanisme pelaksanaan hak recall partai politik kepada anggota DPR

menurut undang-undang terlalu sederhana maka praktiknya recall digunakan

82
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secara sewenang-wenang tanpa tau sebab apa, atau alasan apa yang
menyebabkan anggotanya itu harus di recall.

Kemudian dalam perspektif maslazah mursalah mekanisme hak recall partai
politik kepada anggota DPR menunjukan tidak dapat memenuhi aspek dari
maslakah mursalah. Mekanisme hak recall partai politik kepada anggota DPR
lebih condong mengandung suatu kemudharatan ketimbang kemaslahatan. Hal
tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan syarat maslakzah mursalah yang dapat
dijadikan sumber legislasi hukum menurut jumhur ulama yaitu:

a. Tidak sesuai dengan kemaslahatan yang haqiqi, artinya bahwa hak
recall partai politik kepada anggota DPR tidak membawa kemanfaatan
dan justru mendatangkan kemudharatan. Hal tersebut karena pada
praktiknya hak recall oleh partai politik justru menjadi belenggu bagi
para angggota DPR yang ingin menyuarakan pendapat serta pandangan
politiknya diluar ketetapan atau kehendak partai.

b. Tidak memenuhi kemaslahatan yang umum, artinya bahwa hak recall
partai - politik “kepada anggota ‘DPR justru berdampak terhadap
mementingkan kemaslahatan -khusus yaitu untuk ‘perorangan atau
kelompok tertentu yang menjelma dalam diri pengurus partai politik.

c. Hak recall partai politik kepada anggota DPR bertentangan dengan
kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Dalam al-
Qur’an dan al-Hadits selalu menetapkan prinsip syura (musyawarah)
dalam lapangan pemerintahan dan mengharuskan memegangnya dengan

teguh, serta menolak dan melarang kesewenang-wenangan dan tindakan



84

pribadi. Sedangkan mekanisme hak Recall partai politik kepada anggota
DPR sepenuhnya menjadi hak dari partai politik yang mana dalam

praktiknya berpotensi pada kesewenangan semata.

B. Saran

Setelah memahami terkait hak recall partai politik kepada anggota DPR
perspektif maslakah mursalah, maka penyusun mencoba untuk memberikan
beberapa saran, yaitu:

1. perlunya melakukan perubahan peraturan perundang-undangan guna
merubah mekanisme pelaksanaan hak recall partai politik kepada anggota
DPR agar tidak telalu sederhana dan dapat mengurangi wewenang yang
terlalu luas yang diberikan kepada partai politik yang justru mendatangkan
kemudharatan ketimbang kemaslahatan.

2. Seharusnya partai politik tetap menjaga marwah sebagai salah satu pilar
demokrasi karena memainkan peran penting dalam penghubung antara
pemerintahan negara dengan: warga negaranya.. Hal tersebut dilakukan
dengan cara menggunakan kewenangan hak recall partai politik kepada
anggota DPR dengan sebaik mungkin tanpa dilandasi unsur kesewenangan

belaka.
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